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ABSTRAK  

 Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kredit Fiktif Di Purwokerto (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt.)”. 

Adapun penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan tentang: 1) Bagaimana 

pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif di Purwokerto ? 2) 

Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak 

pidana kredit fiktif di Purwokerto?  

 Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu 

penelitian yang diarahkan untuk menelaah dan membahas bahan-bahan pustaka baik 

berupa buku, makalah, putusan dan kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang 

dikaji.Penelitian ini bersifat deskriptif analitik adalah menuturkan, menggambarkan 

dan mengklarifikasi secara objektif data yang dikaji.Sedangkan metode yang dipakai 

dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif. Deduktif merupakan langkah 

analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk 

suatu pandangan yang bersifat khusus, sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan. 

 Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa dalam putusan Pengadilan 

Negeri Purwokerto Nomor: 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt, majelis hakim memutuskan 

bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 

“Kredit Fiktif” dan menjatuhi hukuman para terdakwa pidana penjara 1 (satu) tahun 6 

(enam) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) le 1e KUHP 

Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dengan fakta-fakta persidangan yang 

telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan sudah terpenuhi unsur-unsurnya. 

Dalam hukum Pidana Islam, tindak pidana kredit fiktif tidak diatur dalam Al-Qur‟an 

maupun Hadist, maka jarimah takzir lebih tepat dikenakan untuk menghukum pelaku, 

yaitu hukuman penjara dan hukuman ganti rugi. Lamanya hukuman penjara 

tergantung ijtihad hakim, sedangkan ganti rugi sekecil-kecilnya sama dengan harta 

yang digunakan untuk kepentingan pribadi.   

 Dari hasil penelitian diatas maka penulisan skripsi ini diharapkan: pertama, 

bisa membuat masyarakat tidak lagi menggunakan uang yang bukan haknya. Kedua, 

untuk aparat penegak hukum dalam hal ini hakim, diharapkan bisa melihat lebih 

detail perbuatan pelaku dan efeknya terhadap masyarakat, sehingga bisa membuat 

putusan yang lebih adil kedepannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Bank merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan 

untuk memberikan pembiayaan, peminjaman dan jasa keuangan lain. Dalam 

konteks ini bank melaksanakan fungsi melayani kebutuhan pembiayaan dan 

melancarkan sistem pembayaran bagi sektor perekonomian.Pembiayaan 

merupakan salah satu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau 

pinjaman yang mengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur.
1
 

Peranan lembaga perbankan tidak dapat dilepaskan dari majunya atau 

mundurnya perekonomian suatu Negara. Lembaga perbankan dituntut untuk 

senantiasa stabil, sehat, transparasi, dan dikelola dengan baik (well managed). 

Kondisi seperti tersebut diatas akan melancarkan aktivitas mobilisasi dana 

yang sangat diperlukan oleh sektor riil berkembang dan memajukan aktivitas 

perekonomian.  

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan nasional dalam ketentuan 

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

                                                             
1 Teguh Pujdo Mulyono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komerail, (Yogyakarta: BPFE, 2006).  56. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan  (selanjutnya 

disebut Undang-Undang Perbankan) ditentukan bahwa: “Perbankan Indonesia 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka 

meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Sedangkan Hermansyah 

menuliskan dalam bukunya Hukum Perbankan pada prinsipnya 

dapatdikatakan bahwa: Hukum Perbankan merupakan keseluruhan norma 

tertulis maupun norma tidak tertulis yang mengatur tentang bank.
2
 

Berdasarkan perkembangan Undang-Undang perbankan salah satu 

kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi perbankan khususnya dalam 

bidang perkreditan. Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang perbankan 

mendefinisikan bahwa: “Kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga”. Dan untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus 

melakukan beberapa tahapan, yaitu tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai 

dengan tahapan penerimaan kredit.
3
 

                                                             
2 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2007). 19.  
3 Iswi Hariayi , dan Seftianto D.P, Bebas Jeratan Utang Piutang, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010). 
98. 
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Setiap aktivitas perbankan harus memenuhi asas ketaatan perbankan, 

yaitu dimana segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perbankan harus sesuai 

aturan yang telah diatur secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan, serta menjalankan prinsip-prinsip perbankan 

(prudent banking) dengan cara menggunakan rambu-rambu hukum berupa 

safe dan sound. Kegiatan bank secara yuridis dan secara umum adalah 

penarikan dana masyarakat, penyaluran dana kepada masyarakat, kegiatan fee 

based, dan kegiatan dalam bentuk investasi. 

 Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin 

banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang  

atau kelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap 

dunia perbankan. Tindak pidana pada bisnis perbankan semakin beragam 

bentuk dan caranya, karena seiring dengan semakin meningkatnya 

pengetahuan manusia yang didukung perkembangan teknologi meningkat, 

tindak pidana pada bisnis perbankan ini juga mengimbangi dengan variasi 

modus operandi, lokasi, dan waktu yang telah dipilih pelaku. Fenomena yang 

terjadi saat ini dimana masyarakat dikejutkan oleh berbagai kasus perbankan 

bernilai ratus miliar hingga triliun rupiah yang terjadi pada bank. 

Berbagai modus operandi dilakukan dalam tindak pidana perbankan 

yakni mulai dari pemalsuan dokumen bank, penerbitan L/C fiktif, pengucuran 

kredit kepala perusahaan fiktif, mendirikan bank gelap dengan sengajaagar 
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cicilan kredit bermasalah dan perusahaan dinyatakan pailit, pengajuan kredit 

dengan jaminan palsu, tindak kejahatan melalui pemalsuan surat berharga 

(obligasi dan reksadana) dan valuta asing.
4
 

Beberapa kasus yang terungkap pada sejumlah bank Indonesia yang 

diindikasi telah melakukan kejahatan di bidang perbankan lazimnya disebut 

kejahatan perbankan. Namun, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) tidak 

memberikan definisi yang tertentu tentang kejahatan perbankan.
5
 Undang-

Undang Perbankan hanya menetapkan Pasal 46 sampai Pasal 50 A adalah 

kejahatan yang dijelaskan pada Pasal 51 Undang-Undang Perbankan 

menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, 

Pasal 48 Ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 50 A adalah kejahatan.  

Salah satu fakta kasus hukum yang terjadi dalam tindak pidana di 

bidang perbankan yaitu tindak pidana pencatatan dokumen palsu.Kehadiran 

oknum pihak adminitrasi perusahaan sebagai pihak pencari nasabah (das sein) 

justru berbalik menjadi pihak yang merugikan perusahaan maupun Negara 

sebagai pelaku tindak pidana (das sallen). Hal ini terbukti pada contoh kasus 

tindak pidana pencatatan dokumen palsu dalam kredit fiktif di PT BPR 

Gunung Slamet Cab. Jatilawang di Kab. Banyumas, dimana perusahaan ini 

                                                             
4Evi Hartini, Tindak Pidana Ekonimi, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), 23. 
5Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2016), 38. 
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bergerak dalam jasa keuangan perbankan (simpan pinjam) yaitu menarik uang 

dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian dikembalikan 

kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam kasus ini Majelis Hakim 

menyatakan terdakwa terbukti tidak bersalah, adapun uraian singkat perkara 

Nomor: 45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt yakni terdakwa PS dan RI selaku karyawan 

di PT BPR Gunung Selamet Jatilawang dikarenakan dalam pembuktian 

dipersidangan para terdakwa terbukti tidak turut serta menerima hasil 

pengajuan nasabah dengan data fiktif atau pengajuan yang tidak sesuai dengan 

Standart Operasional Prosedur (SOP).  

Berdasarkan fakta peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara nomor 

45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt yakni pelaku pidana pencatatan dokumen palsu 

hakikatnya memenuhi unsur pidana sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) 

huruf a juncto Pasal 49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang perbankan. 

Selanjutnya setiap pelaku tindak pidana pencatatan dokumen palsu harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku.Pertanggungjawaban ini didasarkan pada kesadaran pelaku saat 

disuruh melakukan pencatatan dokumen palsu.Namun, Majelis Hakim 

memberikan vonis dibawah tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum dan 

dibawah sanksi hukuman Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan. 

Selanjutnya dilihat dari ketentuan hukum Islam, Islam menetapkan 

aturan hukum syari‟at, yang mana tujuan utama Syari‟at Islam adalah untuk 
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melindungi dan menjaga 5(lima) sasaran pokok atau popular dengan istilah al-

maqasit al-shar‟iyah, yaitu perlindugan terhadap harta (hifz al-mal), 

perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), perlindungan terhadap agama 

(hifz al-din), perlindungan terhadap akal (hifz al-„aql), dan perlindungan 

terhadap jiwa (hifz al-nafs). 

Kelima al-maqasid al-shar‟iyah diatas, jika dilaksanakan sebaik 

mungkin, maka akan tercapailah yang dinamakan dengan kebaikan di akhirat 

(fi al-dunya hasanah, wa fi al-akhirah khasanah). Sebaliknya, jika segala 

tindakan yang bisa mengancam keselamatan salah satu dari kelima hal pokok 

tersebut, maka Islam menganggap sebagai tindak kejahatan (jarimah) yang 

terlarang, oleh karena itu pelakunya bisa dikenakan hukuman atau sanksi baik 

yang bersifat duniawi atau ukhrawi. Hukuman ukhrawi berupa siksa neraka 

yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukannya.Hukuman duniawi yaitu 

hukuman yang dilaksanakan didunia. Dalam hal ini kemungkinan ada dua hal 

yaitu, jika secara jelas (sarih) ditegaskan oleh nash, maka disebut qisas, diyat 

dan had, dan jika tidak secara jelas (ghair sarih) disebut dalam nash maka 

disebut takzir, maka saksi hukuman diserahkan kepada pertimbangan hakim.
6
 

Tindak pidana kredit fiktif bisa dikategorikan tindak pidana korupsi, 

dimana ada perlawanan terhadap salah satu tujuan dari al-maqasid al-

shar‟iyah yaitu; hifz al-mal.Apabila didalam keputusan hukum Islam, contoh 

                                                             
6 Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 258. 
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popular perbuatan yang melawan tujuan hifz al-mal ini bisa dikategorikan 

kejahatan pencurian (al-sariqah) milik perorangan, namun kredit fiktif 

merupakan salah satu tindak kejahatan yang mengancam harta, yaitu 

memakan harta manusia dengan cara tidak baik atau batil.  

Dari aspek normatif jelas bahwa tindakan kredit fiktif ini perbuatan 

terkutuk  (terlaknat) dalam al-Qur‟an dijelaskan didalam Qs, An-nisa‟ ayat 29 

yaitu:
7
 

ٌَ تجَِازَةً  ٌْ تكَُى ٍَ آيَُىُا لََ تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَطِمِ إِلََّ أَ  ياَ أيَُّهَا انَّرِي

ا ًً ٌَ بِكُىْ زَحِي َ كَا ٌَّ اللََّّ َْفسَُكُىْ ۚ إِ ُْكُىْ ۚ وَلََ تقَْتهُىُا أَ ٍْ تسََاضٍ يِ  عَ

 Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jnganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan sma suka di antara kamu. Dan 

jnganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha 

penyayang kepadamu. 

 

 

Selain itu, penjelasan yang mengenai kredit fiktif juga termuat didalam 

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 188:
8
 

 ٍْ  وَلََ تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَطِمِ وَتدُنْىُا بهَِا إِنىَ انْحُكَّاوِ نِتأَكُْهىُا فسَِيقاً يِ

ًُىٌ  َْتىُْ تعَْهَ َ ثىِْ وَأ أيَْىَالِ انَُّاضِ باِلِْْ  

                                                             
7 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemahnya (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 98. 
8 Ibid, 36 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 
 

 
 

Artinya : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.   

 

Meskipun nash tidak menjelaskan had secara langsung ataupun 

dendanya, bukan berarti pelaku kredit fiktif bebas dari hukuman. Had tersebut  

bisaberpindah menjadi takzir yang kebijakannya diserahkan langsung kepada 

hakim (ulil amri).
9
 Tentunya kebijakan tersebut tidak berdasarkan pada 

kepentingan hawa nafsunya, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan yang 

berlaku dalam hukum Islam juga.  

Hukuman takzir memiliki berbagai macam jenisnya, akan tetapi secara 

garis besar dapat dikelompokan kepada 4 (empat) kelompok yakni: Pertama, 

hukuman takzir yang mengenai badan pelaku, seperti hukuman dera dan mati, 

Kedua, hukuman yang berkaitan dengan kebebasan atau kemerdekaan 

seseorang, seperti hukuman pengangsingan dan penjara, Ketiga, hukuman 

takzir berkaitan dengan harta, seperti penghancuran barang, penyitaan atau 

perampasan harta bendanya, dan denda. Keempat, hukuman lain yang 

ditetapkan oleh ulil amri demi kemaslahatan masyarakat umum.
10

 

Seperti uaraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik 

melakukan studi putusan padakasus kredit fiktif yang berada di Pengadilan 

                                                             
9 Ahmad Wardi ,Hukum Pidana Islam…, 258. 
10Ibid., 258. 
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Negeri Purwokerto dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul: 

”Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif 

Di Purwokerto(Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt)”. 

B. Batasan dan Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa masalah 

pada peneliti ini. Adapun masalah-masalah tersebut diidentifikasikan 

sebagaimana berikut : 

1. Tindak pidana kredit fiktif.  

2. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif.  

3. Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan N0. 

45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif. 

4. Dasar hukum hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan No. 

45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt terhadap pelaku tindak pidana kredit fiktif. 

5. Analisis hukum pidana Islam terhadap tindak pidana kredit fiktif. 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar 

permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya 

ilmiah dengan batasan : 

1. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana kredit fiktif dalam putusan 

45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. 

2.  Analisis hukum pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan 

Negeri Purwokerto dalam tindak pidana kredit fiktif.  
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka 

secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skipsi ini akan 

memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah: 

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kredit 

fiktif di Purwokerto ? 

2. Bagaimana analisi hukum pidana islam terhadap pertimbangan hakim 

dalam tindak pidana kredit fiktif diPurwokerto ? 

D. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka skripsi ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam kasus Tindak Pidana kredit 

fiktif di Purwokerto.  

2. Untuk mengetahui analisis hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan 

hakim dalam tindak pidana kredit fiktif di Purwokerto. 

E. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini semoga dapat bermanfaat  dalam2 (dua) aspek 

yakni : 

1. Aspek teoritis (eilmuan), agar dijadikan sebagai sumbangan pemikiran atau 

pedoman untuk penyusunan hipotesis penulisan berikutnya jika ada 

kesamaan dalam masalah ini dan dapat memperluas keilmuan, khususnya 

tentang tindak pidana kreditt fiktif.  
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2. Aspek terapan (praktis), agar dapat dijadikan masyarakat khususnya para 

aparat penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana kredit 

fiktif dan salah satu refrensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban 

pidana.  

F. Kajian Pustaka  

Kajian pustaka yaitudeskripsi ringkas tentang penelitian atau kajian 

yang pernah dilakukan di seputar maslah yang akan diteliti sehingga terlihat 

jelas bahwa kajian akan dilakukan ini bukan merupakan duplikasi atau 

pengulangan dari penelitian atau kajian yang sudah ada.
11

 Berkaitan dengan 

temanya adalah : 

1.  Skripsi Amadea Sampepadang, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Pasundan Bandung yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap 

Nasabah Pemegang Kartu Kredit  Atas Tagihan Fiktif Dihubungkan 

Dengan Undang-Undang No10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-

Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”.
12

 Dalam skripsinya 

Amadea Sampepadang membahs tentang sanksi yang harus ditegakkan 

untuk pihak PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dalam penyelesaian ganti 

rugi atas tagihan fiktif bagi nasabah bank menurut KUHPerdata dan 

                                                             
11 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, Petunjuk Penulisan Skripsi (Surabaya: t.p.,2016), 8. 
12Skripsi Amadea Sampepadang, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pemegang Kartu Kredit  
Atas Tagihan Fiktif Dihubungkan Dengan Undang-Undang No10 Tahun 1998 Atas Perubahan 
Undang-Undang No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (Skripsi—Universitas Pasundan, Bandung, 
2016). 
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Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Atas Perubahan Undang-Undang No 

7 Tahun 1992.  

2. Skripsi Nurul Aziza, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember 

yang berjudul “Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif”.
13

 

Skripsi yang ditulis Nurul Aziza adalah membahas tentang upaya hukum 

yang dicapai dalam penyelesaian kredit fiktif. Di dalam skripsi juga 

menjelaskan beberapa kriteria kegiatan yang masuk dalam kategori kredit 

fiktif.  

3. Skripsi Era Fitriany, Mahasiswa Fakultas HukumUniversitas Lampung 

yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen 

Otentik Dalam Kredit Fiktif”.
14

 Dari pembahasan skripsi yang dipaparkan 

Era Fitriany dengan skripsi  penulis dalam hal tinjauan hukum positif 

terhadap pelaku tindak pidana pelaku  kredit fiktif terdapat persamaan, 

yang menjadi perbedaan adalah apabila skripsinya Era Fitriany sanksi 

yang dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana kredit fiktif ini yaitu Pasal 

182 Ayat (6) KUHP.  

4. Skrpsi Putri Dwi Yulisa, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang 

berjudul "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit 

                                                             
13Skripsi Nurul Aziza, “Upaya Hukum Bank Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif”, (Skripsi – Universitas 
Jember, Jember, 2015).  
14Skripsi Era Fitriany, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Otentik Dalam Kredit 
Fiktif”, (Skripsi—Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2019). 
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Terhadap Usaha Nasabah Yang Fiktif Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pada PT.Bank Mandiri 

(Persero) TBK Jalan Riau Kota Pekanbaru”.
15

 Dalam skripsinya Putri Dwi 

Yulisa lebih membahas prinsip tentang kehai hatian dalam memberikan 

dana kredit terhadap nasabah.  

Sementara itu penulis lebih menekankan pada analisis hukum pidana 

Islam terhadap hukuman untuk pelaku tindak pidana kredit fiktif yang 

dilatarbelakangi oleh Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 

45/Pid.Sus/2018/PN Pwt. 

G. Definisi Operasional  

Untuk mempermudah menghindari kesalahan dan pemahaman 

terhadap masalah yang dibahas, maka akan dijelaskan beberapa istilah sebagai 

berikut ini : 

1. Hukum Pidana Islam yang dimaksud didalam penelitian ini adalah 

perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟, yang diancam dengan 

hukuman takzir atau had. Dan di fokuskan lagi yaitu padajarimah takzir. 

Jarimah takzir itu sendiri yaitu tindak pidana yang masih belum ada 

ketetapannya didalam syariat Islam, dan ketentuan sanksinya diserahkan 

kepada ulil amri.  

                                                             
15

 Skrpsi Putri Dwi Yulisa, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian Kredit Terhadap 

Usaha Nasabah Yang Fiktif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan 

Pada PT.Bank Mandiri (Persero) TBK Jalan Riau Kota Pekanbaru”, (Skripsi---Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2017) 
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2. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang dengan memberi atau 

menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 

dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi 

kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain 

supaya melakukan perbuatan pidana.   

3. Kredit fiktif adalah kegiatan transaksi kredit perbankan yang dalam objek 

pemohon kreditnya telah diubah, disembunyikan, dihapus, atau dihilangkan 

berdasarkan keasliannya dengan pencatatan dalam pembukuan atau dalam 

laporan kegiatan usaha yang secara sengaja disetujui Dewan Komisaris, 

Direksi, atau pegawai bank untuk keuntungan pribadi. 
16

 

H. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini sendiri berarti sarana yang 

dipergunakan oleh manusia untuk membina, memperkuat, serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan.
17

Dalam penelitiannya penulis 

menggunakan metode penelitian normatif. 

2. Data yang dikumpulkan  

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini berupa:  

                                                             
16

 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, (Yogyakarta: Rajawali Press, 2015), 31.  
17

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-PREES, 2007), 3. 
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a. Data dari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 

45/Pid.Sus/2018/PN. Pwt.  

b. Hukum pidana Islam beserta ketentuan-ketentuan pidananya.  

3. Sumber Data  

Dalam penelitian hukum, sumber data dalam penelitian hukum disebut 

dengan bahan hukum, yang digunakan dalam penulisan skripsi ada 2(dua) 

sumber, meliputi:  

a. Sumber Primer, yakni bahan-bahan yang mengikat
18

 diantaranya 

bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 

45/Pid.Sus/2018/PN. Pwt. 

b. Sumber Sekunder, adalah sumber data yang didapati dari buku, surat 

kabar, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.  

4. Teknik Pengumpulan Data  

a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditunjukan pada subyek penelitian dokumen, atau melalui 

berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah diputusan Pengadilan 

Negeri Purwokerto tentang tindak pidana kredit fiktif dalam putusan 

No. 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. 

b. Teknik Pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengutip dari 

buku dan literatur lain yang relevan. Teknik ini digunakan untuk 

                                                             
18 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2004), 1.  
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memperoleh data tentang teori hukum pidana Islam, dalam hal ini teori 

jarimah takzir.  

5. Teknik Pengolaan Data 

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, 

berikut tahapan-tahapannya : 

a. Editing: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang 

diperoleh secara cermat baik dari sumber primer atau sumber sekunder, 

tentang kajian hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku 

tindak pidana kredit fiktif dalam putusan Pengadilan Negeri 

Purwokerto No.45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. 

b. Organizing: Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum 

pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidna kredit fiktif 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 

45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt). 

c. Analizing: Tahapan analisis terhadap data, kajian hukum pidana Islam 

mengenai tindak pidana kredit fiktif dalam putusan Pengadilan Negeri 

Purwokerto Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. 

6. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendreskripsikan 

dalil-dalil dan data yang bersifat umum tentang tindak pidana kredit fiktif 

kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam 
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putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt dan 

relevansinya dengan hukum pidana Islam. 

I. Sistematika Pembahasan  

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif di Purwokerto (Studi Putusan 

No. 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt)” diperlukan adanya suatu sitematika 

pembahasan, sehingga dapat diketahui skripsi ini adalah sebagai berikut:  

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang 

terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi dan 

Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, 

Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan 

Sistematika Pembahasan. Alasan sub bab tersebut diletakkan pada bab 

pertama adalah untuk mengetahui alas an pokok mengapa penulisan ini 

dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang 

dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.  

Bab kedua menguraikan konsep jarimah menurut hukum islam 

mengenai pengertian jarimah, bentuk-bentuk jarimah, tindak pidana kredit 

fiktif dalam hukum pidana islam, dan sanksi pelaku tindak pidana kredit fiktif 

menurut hukum pidana islam.  

Bab ketiga tentang putusan Pengadilan Negeri Purwokerto 

No.45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus 

tindak pidana kredit fiktif, pertimbangan hukum yang digunakan hakim, dasar 
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hukum yang dijadikan majelis hakim serta amar putusan pengadilan negeri 

purwokerto terhadap tindak pidana kredit fiktif.   

Bab keempat menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak 

pidana kredit fiktif menurut hukum pidana Islam dengan pertimbangan hukum 

yang dijadikan landasan dalam memutuskan hukuman bagi pelaku tindak 

pidana kredit fiktif dalam putusan Pengadilan Negeri No. 

45/Pid.Sus/2018/PN. Pwt, serta menganalisis amar putusan menurut hukum 

islam.  

Bab kelima merupakan bab terakhir yang menjadi penutup dengan 

berisikan kesimpulan dan saran-saran. Bab ini bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan dari bab-bab sebelumnya mengenai apa dan bagaimana isi pokok 

bahasan tersebut dan selanjutnya memberikan saran untuk Pengadilan Negeri 

Purwokerto dan lembaga penegak hukum terkait isi dari penulisan skripsi ini.  
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BAB II 

TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF 

DALAM HUKUM ISLAM  

 

A. Pengertian Jarimah  

Kata Jarimah menurut bahasa artinya: perbuatan dosa, Jarimah 

berasal dari kata “jarama” kemudian menjadi bentuk masdar ”jaramatan”. 

Pelakunya dinamakan dengan “jarim”, dan yang dikenai perbuatan itu adalah 

“mu‟jrom „alaihi”, di sisi lain Jarimah mengandung pengertian sebagai 

perbuatan buruk, jelek, atau dosa. Jadi, pengertian Jarimah secara harfiah 

sama halnya dengan pengertian jinayah yakni perbuatan yang diharamkan 

dengan kata lain sebagai perbuatan yang dilarang atau dicegah oleh syara‟ 

(hukum Islam).
1
 

Pengertian jarimah adalah pengertian yang umum, di mana jarimah itu 

disamakan dengan dosa dan kesalahan, karena pengertian kata-kata tersebut 

adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran 

tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. 

Dalam memberikan definisi menurut istilah ini, Imam Al Mawardi 

mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
2
 

                                                             
1 Marsum, Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991), 2. 
2 A. Djazuli, Fiqih Jinayah, (Jakarta: Pt, Raja Grafindo, 1997), 1.  
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أوَْ تعَصِْيسٍْ  ُْهَابحَِدٍّ  انَْجَسَاءِوُ يَحْظُىْزَاثٌ شَسْعِيَّتٌ شَجَسَاللهُ تعَاَنىَ عَ

Artinya: Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh 

syara‟, yang diancam dengan hukuman had atau takzir.  

 

Makna al jarimah yaitu setiap perbuatan yang dilarang baik berkenaan 

dengan tubuh, jiwa maupun dengan hal-hal lainnya seperti agama, 

kehormatan, harta, akal dan harta benda.
3
 

Definisi di atas, jelaslah bahwa Imam al-Mawardi memasukan qishash 

dan diyat ke dalam tindak pidana hudud, sekalipun para ulama yang lain 

membedakannya, di antara ualama dewasa ini yang sependapat dengan 

pendapat Imam al-Mawardi adalah „Abd al-aziz‟ Amir.Ia beralasan bahwa 

qishash dan diyat itu sama-sama di tentukan sabagai jarimah dan hukumannya 

di tentukan al-Qur‟an dan al-Hadist.  

Jarimah itu memiliki unsur umum dan khusus. Unsur umum jarimah 

adalah unsur-unsur yang terdapat pada setiap jenis jarimah, sedangkan unsur 

khusu jarimah adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada jenis jarimah 

tertentu dan tidak terdapat pada jenis jarimah yang lain. 

Unsur umum jarimah itu, seperti telah dikemukakan diatas, terdiri 

atas: unsur formal (al-Rukn al-Syar‟iy), yakni telah ada aturannya; (al-Rukn 

al-Madi), yakni telah ada perbuatannya; dan (al-Rukn al-Adabiy), yakni ada 

                                                             
3 Ibid., 11. 
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pelakunya. Setiap jarimah hanya dapat dihukum, jika memenuhi ketiga unsur 

(umum) di atas. 

Unsur khusus jarimah adalah unsur yang terdapat pada suatu jarimah 

lain. Sebagai contoh, mengambil harta orang lain secara diam-diam dari 

tempatnya dalam jarimah pencurian, atau menghilangkan nyawa manusia oleh 

manusia lainnya dalam jarimah pembunuhan.  

Jarimah itu dapat di bagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai 

dengan aspek yang ditinjolkan.Pada umumnya, para ulama membagi jarimah 

berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidak di 

dalam al-Qur‟an atau al-Hadist. Atas dasar ini, mereka membaginya menjadi 

tiga macam, yaitu:
4
 

a. Jarimah hudud, 

b. Jarimah qishash/diyat, dan 

c. Jarimah takzir.  

Jarimah dapat ditinjau berdasarkan niat pelakunya, dari aspek ini, jarimah 

dibagi menjadi dua yaitu: jarimah yang disengaja (al-jarimah al-masqhudah) 

dan jarimah karena kesalahan (al-jarimmah ghayr al-maqshudah jarimah al-

khatha‟). 

Jarimah juga dapat dilihat dari segi mengerjakannya, yaitu dengan cara 

berbuat atau melakukan tindak pidana. Jarimah jenis ini disebut dengan 

jarimah ijabiyah delict commissions.Contohnya mencuri, merampok, 

                                                             
4 Ibid,. 11-13.  
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membunuh, dan lain sebagainya.Dalam jarimah jenis ini seseorang melakukan 

maksiat, karena melakukan hal-hal yang dilarang. Jarimah jenis lainnya 

adalah dengan cara tidak melakukan hal-hal yang diperintahkan, seperti tidak 

melaksanakan amanah, tidak membayar zakat, bagi orang yang telah wajib 

membayarnya, dan tidak melaksanakan shalat. Jarimah jenis ini disebut 

dengan jarimah salabiyah delict ommisionis. 

Dari aspek ini, terdapat juga jarimah bentuk ketiga, yaitu yang disebut 

sebagai jarimah ijabiyah taga‟u bi thariq al-salab delict commisionis per 

ommisionem commisa.Jarimah bentuk ketiga ini sebagaimana dicontohkan 

oleh Mazhab Maliki, Syafi‟I, dan Hambali, adalah seseorang menahan 

tawanan dan tidak memberinya makanan dan minuman hingga meninggal, 

dan hal ini dimaksudkan untuk membunuhnya.Orang yang menahan itu 

dikategorikan sebagai pembunuh sengaja. Sama halnya dengan kasus seorang 

ibu yang tidak memberi air susu kepada anaknya dengan maksud untuk 

membunuhnya.
5
 

Pembagian jarimah yang juga penting adalah bertolak dari aspek 

korban kejahatan.Sehubungan dengan ini, dibedakanapakah korbannya itu 

masyarakat atau perorangan. Jika yang menjadi korban masyarakat, para 

ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak jammah, sedangkan  jika 

yang menjadi korban perorangan, disebut sebagai adami atau haqq al-afrad. 

 

                                                             
5 Ibid., 14-15 
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B. Bentuk-Bentuk Jarimah  

Jarimah memiliki berbagai macam dan ragamnya. Akan tetapi secara 

garis besar dibagi dari segi berat ringannya hukuman, maka jarimah dibagi 

menjadi tiga (3) bagian antara lain:
6
 

1. Jarimah Hudud  

Jarimah hudud adalah jarimah yang hukamnnya diancam dengan 

hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah 

ditentukan oleh syara‟ dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). 

a. Ciri khas dari jarimah hudud yaitu: 

1) Hukuman tertentu dan terbatas, artinya bahwa hukumannya telah 

ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimal dan maksimal. 

2) Hukuman tersebut menupakan hak Allah semata-mata, atau kalau 

ada hak manusia disamping hak Allah, maka hak Allah yang lebih 

menonjol  

2. Jarimah Kisas dan Diat 

Jarimah kisas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman 

yang telah ditentukan oleh syara‟. Perbedaannya dengan hukuman had 

adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan 

kisas dan diat adalah hak manusia (individu). 

a. Ciri dari jarimah kisas dan diat diat yaitu: 

                                                             
6 Ibid,. 24. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 
 

 
 

1) Hukuman sudah ada ketentuannya dan batasan, dalam arti ini 

sudah ditentukan oleh syara‟ dan tidak ada batas minimalnya atau 

maksimalnya. 

2) Hukuman tersebut merupakan hak perorangan (individu), dalam 

artian bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan 

pengampunan terhadap pelaku. 

3. Jarimah Takzir  

Jarimah takzir adalah hukuman yang belum ada ketentuannya atau 

beum ditentukan oleh syara‟, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik 

penentuan maupun pelaksanaannya. 

Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya boleh 

menetapkan hukuman secara global saja.Artinya pembuatan undang-

undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah takzir, 

melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari segi yang 

ringan-ringan saja sampai yang seberat-beratnya. 

 

C. Tindak Pidana Kredit Fiktif Dalam Hukum Pidana Islam  

Tindak Pidana yaitu perbuatan yang melanggar larangan yang sudah 

ditetapkan dan diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan saksi pidana. 

Kata tindak pidana berasal dari istilah yang populer dalam hukum pidana 

Belanda, yaitu strafbaar feit, biasanya juga menggunakan istilah deict, yang 

berasal dari bahasa latindelicticum. Hukum pidana Negara-negara anglo-
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saxon menggunakan istilah offense atau criminal act untuk maksud yang 

sama.
7
 

Dalam hukum islam tindak pidana disebut dengan jarimah, jarimah 

sendiri menurut defininya adalah larangan-larangan yang sudah ditetapkan 

oleh syara‟ yang pelakunya diancam oleh Allah dengan hukuman had ataupun 

takzir. Dalam kehidupan masyarakat yang mendorong untuk menganggap 

suatu perbuatan sebagai tindak pidana yaitu perbuatan tersebut bisa 

mencelakakan dan merugikan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, 

atau merugikan anggota-anggota masyarakat, atau bendanya atau nama 

baiknya atau perasaannya, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus 

dihormati dan dipelihara.  

Suatu hukuman yang diancam kepada seseorang agar orang tersebut 

tidak melakukan tindak pidana atau suatu kejahatan, sebab larangan atau 

perintah semata-mata tidak akan cukup menjamin ketentraman bermasyarakat. 

Meskipun hukuman itu sendiri bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan 

untuk si pelaku tindak pidana itu sendiri, namun hukuman tersebut diperlukan, 

sebab bisa memberi keuntungan yang nyata bagi ketentraman masyarakat.
8
 

Masalahan tindak pidana kredit fiktif dalam konteks kajian hukum 

Islam termasuk dalam wilayah mua‟amalah maliyyah (persoalan sosial 

ekonomi atau keluarga), dari aspek normatif jelas bahwa tindak pidana kredit 

                                                             
7 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), Cet II, 86. 
8 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 3. 
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fiktif sebagai perbuatan yang terlaknat (terkutuk) dalam hal ini ditetapkan 

dalam Qs. An-nisa‟ ayat 29 yaitu:
9
 

 

ٌَ تجَِازَةً  ٌْ تكَُى ٍَ آيَُىُا لََ تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَطِمِ إِلََّ أَ  ياَ أيَُّهَا انَّرِي

ا ًً ٌَ بِكُىْ زَحِي َ كَا ٌَّ اللََّّ َْفسَُكُىْ ۚ إِ ُْكُىْ ۚ وَلََ تقَْتهُىُا أَ ٍْ تسََاضٍ يِ  عَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan sukan sama suka diantara kamu. Dan 

janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha 

penyanyang kepadamu. 

 

Tindak pidana kredit fiktif dikategorikan jarimah karena merupakan 

perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok dengan cara professional 

yang berkaitan dengan kewenangan atau instansi terkait. Lain dengan mencuri 

yang adakalanya dalam bentuk harta dan adakalanya dalam bentuk 

adsminitrasi, perbuatan semacam ini jika berkaitan dengan jabatan atau 

profesi dalam birokrasi jelas merugikan departemen atau instansi terkait. 

Perbuatan yang dimaksud tindak pidana kredit fiktif pelakunya akan dikenai 

hukuman pidana tindak pidana perbankan. 

Dalam hukum Islam, ada beberapa macam jarimah yang mirip dengan 

tindak pidana kredit fiktif, yaitu al-ghulul (penggelapan), khianat, al-risywah 

(penyupan), al-ghasb (mengambil paksa harta orang lain), al-maksu 

                                                             
9 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Surabaya: Pustaka Agung 
Harapan, 2006), 89. 
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(pungutan liar), al-ikhtilas (pencopetan), al-intihab (perampasan), as-sariqoh, 

dan al-hirabah (perampokan). 

1. Ghulul (penggelapan) 

Secara etimologi atau terminology bisa disimpulkan bahwa iatilah 

ghulul diambil dari surah Ali-Imran (3) ayat 161, yang pada mulanya 

hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku 

curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun, dalam 

pemikiran berikutnya berkembang menjadi tindakan curang dan 

khianat terhadap harta-harta lain, sperti tindakan penggelapan terhadap 

harta baitul mal harta bersama kaum muslim, harta bersama dalam 

kerja sesama pembisnis, harta Negara, harta zakat, dan lain-lain.
10

 

2. Riswah (penyuapan) 

 Riswah yaitu suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan 

kemaslahatan atau suatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang 

bathil atau salah atau menyalahkan yang benar.
11

 

3. Ghasab (mengambil paksa hak atau harta orang lain) 

 Ghasab adalah mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa 

izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang dengan kekerasan 

serta dilakukan secara terang-terangan. 

                                                             
10 M. Nurul Irfan, Korupsi Dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah 2012), 81. 
11 Ibid,. 89. 
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4. Khianat  

 Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat dengan segala sesuatu 

(tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan yang 

telah dipersyaratkan di dalamnya atau telah berlaku menurut adat 

kebiasaan, seperti tindakan pembantaian terhadap kaum muslimin atau 

sikap menempakkan permusuhan terhadap kaum muslim.
12

 

5. Sariqoh (pencurian) 

Sariqoh adalah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara 

sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan yang digunakan untuk 

menyimpan barang atau harta kekayaan tersbut. Syarat-syarat jarimah 

sariqoh ada lima yaitu telah dewasa dan berakal sehat, pencuri tidak 

dilakukan karena pelakunya sangat terdesak oleh kebutuhan hidup, tidak 

ada unsur syubhat dalam kepemilikan, dan pencurian tidak terjadi pada saat 

peperangan di jalan Allah.
13

 

6. Hirabah (perampokan) 

Hirabah adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang 

atau kelompok orang kepada pihak lain, baik dilakukan di dalam rumah 

maupun di luar rumah, dengan tujuan untuk menguasai atau merampas 

                                                             
12 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)…, 89. 
13 Ibid,. 78. 
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harta benda miik orang lain atau bermaksud membunuh korban atau 

sekedar bertujuan untuk melakukan terror atau menakut-nakuti korban.
14

 

7. Al-maks (pungutan liar) 

Al- maks adalah cukai, menurunkan harga, dan mendzalimi.Ibnu 

Manzhur mengartikan al-aks yaitu sejumlah uang (dirham) yang diambil 

dari pedagang dipasar-pasar pada zaman jahiliyah, dan yang diambil 

pelaku, sebesar 1/10 (dari seluruhnya) dalam hal ini umumnya terdapat 

unsur kedhaliman. 

8. Al-ikhtilas (pencopetan) 

Definisi al-ikhtilas adalah mengambil sesuatu secara terang-

terangan dan cepat baik dilakukan siang maupun malam hari, dalam kitab 

al-nihaya disebutkan bahwa al-khilsah adalah sesuatu yang diambil dengan 

cara merampas dan melawan. 

9. Al-ikhtihab (perampasan) 

Al-ikhtihab adalah mengambil harta orang lain dngan cara terang-

terangan dan memaksa walaupun cara ini dinilai lebih buruk daripada 

mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi.
15

 

 

 

                                                             
14 Ibid,.101.  
15 Ibid,. 103 
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D. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Kredit Fiktif Menurut Hukum Pidana 

Islam 

Tindak pidana kredit fiktif dalam hukum islam dikategorikan 

kejahatan jarimah, dimana perbuatan tersebut telah merugikan seseorang atau 

umat muslim. Dalam hukum islam dan ketentuan-ketentuan hukum Islam 

(syari‟at) yang bertujuan untuk menjaga serta melindungi umat manusia 

dikenal dengan istilah al-maqasit al-ashar‟iyah, adapun lima sasaran pokok 

dan popular al-maqasit al-shar‟iyah yaitu:  perlindungan agama (hifz al-din), 

perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), perlindungan terhadap akal (hifz al-

„aql), perlindungan terhadap keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan 

terhadap harta (hifz al-mal).  

Dalam Hukum Islam tindak pidana kredit fiktif merupakan perbuatan 

yang melawan salah satu tujuan dari al-maqasit al-shar‟iyah yaitu: hifz al-mal 

(perlindungan terhadap harta), perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang 

sangat tidak terpuji dan Allah pun telah mengancam bagi orang-orang yang 

memakan harta saudaranya dengan cara bathil.   

 Bagi pelaku yang telah melakukan perbuatan tersebut jelas akan 

mendapatkan hukuman meskipun nash tidak secara langsung menjelaskan had 

tersebut atau dendanya, dan bukan berarti pelaku tindak kejahatan kredit fiktif 

bebas dari hukuman. Had tersebut berpindah menjadi takzir yang 
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kebijakannya diserahkan kepada hakim (ulil amri).
16 

Jadi sanksi bagi pelaku 

tindak pidana kredit fiktif menurut hukum Islam bisa dikenakan hukuman 

takzir. 

1. Pengertian takzir  

Kata takzir merupakan bentuk masdar dari kata “azara” yang 

artinya menolak.Sedangkan  menurut istilah yaitu pencegahan dan 

pengajaran terhadap tindak pidana yan tidak ada ketentuannya dalam  had, 

kifarad ataupun qishash.
17

 

Hukuman takzir adalah hukuman pendidikan atau dosa-dosa 

(tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara‟.Hukuman takzir adalah 

sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya, yang dimulai 

dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat dan teguran, sampai 

pada hukumman yang paling berat, seperti contohnya hukuman kurangan 

dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam pidana berbahaya. 

Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai 

dengan keadaan pelaku tindak pidana.
18

 

Hukuman takzir diserahkan secara penuh kepada hakim, akan 

tetapi dengan memperhatikan hukum-hukum pidana yang sudah 

positif.
19

Dasar hukum yang disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah 

                                                             
16 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam…, 258.  
17 Masrum, Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)…, 138. 
18 Abdul Qodir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: PT. charisma Ilmu), 84. 
19Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), 548. 
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takzir adalah at-ta‟zir yadurru ma‟a maslahah artinya, hukuman takzir 

didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu 

kepada prinsip keadilan dalam masyarakat. 

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh penulis, jelas bahwa 

takzir adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah yang hukumannya 

belum ditetapkan oleh syara‟.Dikalangan fuqoha, jarimah yang 

hukumannya belum ditentukan dan ditetapkan oleh syara‟ dinamakan 

jarimah takzir.Jadi, istilah takzir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa 

juga untuk jariah (tindak pidana). 

2. Macam-macam sanksi Takzir 

a. Saksi Takzir Berkaitan Dengan Badan 

Adapun mengenai sanksi takzir yang berkaitan dengan badan, 

dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan hukuman cambuk. 

1) Hukuman Mati 

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi takzir dengan 

hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan 

dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, 

pencurian yang berulang-ulang dang menghina Nabi berkali-kali 

yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang baru masuk islam. 

Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga 

memperbolehkan hukuman mati sebagai sanksi takzir 

tertinggi.Sanksi ini dapat diberlakukan terhadap mata-mata dan 
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orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi.Demikian pula 

sebagian Syafi‟iyah yang memperbolehkan hukuman mati, seperti 

dalam kasus homoseks.Selain itu, hukuman mati juga boleh 

diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang 

menyimpang dari syariat Islam dan al-Qur‟an.
20

 

Hukuman mati sebagai sanksi takzir terhadap pelaku tindak 

kejahatan (jarimah), hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang 

berbahaya, berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban 

masyarakat.Di samping sanksi hudud tidak lagi memberi pengaruh 

baginya. 

2) Hukuman Cambuk 

Hukuman cambuk merupakan hukuman yang cukup efektif 

dalam menjerakan pelaku jarimah takzir.Hukuman ini dalam 

jarimah hudud telah jelas jumlahnya bagi pelaku jarimah zina 

ghairu muhson dan jarimah qadzf.Namun dalam jarimah takzir, 

hakim diberikan kewenangan penuh untuk menetapkan jumlah 

cambukan tentunya disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan 

tempat kejahatan. 

Hukuman cambuk ini dikatakan efektif, karena memiliki 

beberapa keistimewaan dibandingkan hukuman lainnya, yaitu 

sebagai berikut: 

                                                             
20 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Isam…, 147. 
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a) Lebih menjerakan dan lebih memiliki daya represif, 

dikarenakan dirasakan langsung secara fisik. 

b) Bersifat fleksibel. Setiap jarimah memiliki jumlah cambukan 

yang berbeda-beda. 

c) Berbiaya rendah. Tindak membutuhkan dana yang besar dan 

penetapannya sangat praktis. 

d) Lebih murni dalam menetapkan prinsip bahwa sanksi ini 

bersifat pribadi dan tidak sampai menelantarkan keluarga 

terhukum. Apabila sanksi ini sudah dilaksanakan, terhukum 

dapat langsung dilepaskan dan dapat beraktivitas seperti 

biasa. Dengan demikian hal ini tidak membawa akibat yang 

tidak perlu kepada keluarganya. 

b. Sanksi Takzir yang Berkaitan Bengan Kemerdekaan Seseorang 

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman 

penjara.
21

 Hukuman penjara dalam bahasa arab ada dua istilah 

hukuman penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya 

bermakna al-man‟u, yaitu mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-

Qayyim, al-habsu adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan 

perbuatan yang melanggar hukum, baik itu rumah, masjid, maupun 

tempat lain. Demikianlah yang dimaksud dengan al-habsu dimasa 

Nabi dan Abu Bakar. Akan tetapi setelah wilayah Islam bertambah 

                                                             
21 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam…, 74. 
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luas pada masa pemerintahan Umar, ia membel rumah Syafwan bin 

Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk dijadikan penjara.
22

 

Berdasarkan pemikiran ini ada banyak ulama yang 

membolehkan ulil amri untuk membangun penjara.Sebaliknya, ada 

pula ulama yang tidak membolehkannya karena Nabi dan Abu Bakar 

tidak membuatnya, meskipun demikian beliau pernah menahan 

seseorang di rumahnya atau di masjid. Para ualama yang 

membolehkan sanksi penjara ini, juga berdalih tindakan Ustman yang 

memenjarakan Zhabi‟ daan Harist (seorang pencopet dari Bani 

Tamin), Ali memenjarakan Abdullah bin Zubair di Makkah, dan 

Rasulullah yang menahan seseorang tertuduh untuk menunggu proses 

persidangan. 

Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan dapat 

pula menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman pokok yang 

berupa hukuman cambuk tidak memberikan efek jera dan tidak 

membawa dampak bagi terhukum. 

c. Hukuman Salib 

Dalam tindak pidana gangguan keamanan atau perampokan 

(hirabah), hukuman salib adalah hukuman hudud.Menurut fuqaha, 

pelaku disalib setelah dieksekusi mati, sedangkan menurut yang lain, 

pelaku disalib hidup-hidup kemudian dihukum mati dalam keadaan 

                                                             
22 Ibid., 75 
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tersalib.Adanya ketetapan bahwa hukuman salib atas perampokan 

adalah hukuman hudud mendorong fuqaha untuk menyesuaikan 

bahwa hukuman salib bisa menjadi hukuman takzir.
23

 

d. Hukuman Peringatan (Al-Wa‟zu)  

Didalam hukum Islam hukuman peringatan termasuk kategori 

hukuman takzir.Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan 

hukuman peringatan bila hukuman ini cukup menjadikan pelaku 

menjadi baik, memiliki pengaruh dan mencegahnya untuk 

mengulanginya. 

e. Hukuman Pengucilan (Hajr) 

Diantara hukuman takzir dalam  hukum Islam adalah hukuma 

penucilan (hajr) sebagai hukuman yang dijatuhkan kepada istri, 

sebagaimana dalam al-Qur‟an Surat An-Nisa‟ Ayat 34:
24

 

Artinya: hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkanlah 

mereka ditempat tidur (pisah ranjang). (QS. An-nisa‟ [4]34) 

Dalam sejarah Rasulullah pernah menjatuhkan hukuman pengucilan 

terhadap ketiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk, yaitu 

Kaab Bin Malik, Mirarah Rubaiah Al-Amiri, dan Hilal Bin Umaiyah. 

Ketiganya dikuncikan selama lima puluh hari tanpa diajak berbicara. 

f. Hukuman Teguran (Taubikh) 

                                                             
23 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam…, 83 
24 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya, Pustaka Harapan, 2006), 201 
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Hukuman teguran ini bisa dijatukan kepada terpidana apabila 

hakim memandang bahwa hukuman inidapat memperbaiki dan 

mendidik terpidana.Hukuman ini dalam hukum Islam termasuk dalam 

kategori hukuman takzir. 

g. Hukuman Ancaman (Tahdid) 

Hukuman ini bisa dijadikan acuan hakim dalam memberikan 

sanksi kepada terpidana asalkan dengan syarat bukan ancaman kosong 

dan hukuman ini membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan 

terpidana dan mendidiknya. Hukuman tahdid antara lain dengan 

ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, 

dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat.
25

 

h. Hukuman-Hukuman Lainnya 

Hukuman takzir dalam hukum Islam tidak terbatas hanya bentuk 

hukuman yang telah disebutkan diatas.Ini karena hukuman takzir tidak 

ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa 

atau badan Legislatif (hayah at-tasyriiyyah) untuk memilih hukuman 

yang dipandang sesuai untuk memerangi pidana tersebut serta dapat 

memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana. Diantaranya:  

a) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan) hukuman ini biasanya 

dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun yang 

tidak. 

                                                             
25 Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam…, 99 
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b) Pencabutan hak-hak tertentu sebagai hak terpidana yang ditetapkan 

oleh hukum Islam, seperti hak menduduki jabatan, memeberikan 

kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya 

hak mendapatkan nafkah bagi istri yang nusyuz, dan sebagainya. 

c) Perampasan harta atau materiil, perampasan ini dilakukan meliputi 

penyitaan barang bukti tindak pidana dan baarang yang terlarang. 

d) Pemusnahan, dalam hal ini termasuk pesmunahan berkas atau 

pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan.  

3. Tujuan Dan Syarat-Syarat Sanksi Takzir  

1) Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum 

memalukan jarimah. 

2) Represif (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak 

mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari. 

3) Kuratif (islah). Takzir harus mampu membawa perbaikan perilaku 

terpidana dikemudian hari. 

4) Edukatif (pendidikan). Diharapkan kedepannya dapat mengubah 

hidupnya kea rah lebuh baik. 

Syara‟ tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap 

jarimah takzir.Tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari 

yang paling ringan hingga paling berat.Hakim diberikan kebebasan untuk 

memilih hukuman mana yang sesua.Sengan demikian, sanksi takzir tidak 
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memiliki batas tertentu.
26

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan 

kejahatan.Syaratnya adalah masuk akal. Tidak ada perbedaan baik laki-

laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun 

muslim, baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat, perlu diberi sanksi 

takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.
27

 

 

                                                             
26 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam…, 78 
27 A. Djazuli, Fiqih Jinayah…, 65 
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BAB III 

TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF MENURUT 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO. 

45/PID.Sus/2018/PN.Pwt 

 

A. Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Tentang 

Tindak Pidana Kredit Fiktif  

Berawal pada 12 Agustus 2014 bahwa terdakwa Puspitasari 

Setyaningtyas Binti Ngadimin selaku karyawan (mantan Bagian 

Adsminitrasi) PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang Kab.Banyumas 

dan terdakwa Rini Indrawati, telah melakukan pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam laporan. Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam 

bulan Agustus 2014 sampai dengan Juli 2017, dalam perbuatan yang telah 

dilakukan saudari Puspitasari Setyaningtyas bersama Rini Indrawati telah 

merugikan keuangan Negara terutama PT BPR Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang Kab. Banyumas. 

PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang di Kab. Banyumas ini 

bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan perbankan (simpan pinjam) 

yaitu menarik uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito 

kemudian dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Bahwa 
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dalam pengajuan kredit oleh nasabah sampai cair ada syarat-syarat yang 

harus dilengkapi antara lain:  

a. Berkas fisik permohonan pengajuan kredit yang disediakan dari PT BPR 

Kantor Cabang Jatilawang di Kab. Banyumas diantaranya berisi besarnya 

kredit yang diminta nasabah. 

b. Hasil cetakan sistem berupa Permohonan Membuka Kredit (PMK) yang 

harus ditandatangani nasabah yang diantaranya berisi besarnya kredit, 

jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, besarnya bunga, besarnya 

biaya adsminitrasi dan Provisi, asuransi jiwa, tanggal jatuh tempo dan 

jaminan yang disertakan dan pengikatan berupa akta Fiducia, Akta Surat 

Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) dan APHT (Akta 

Pemasangan Hak Tanggungan) 

c. Kwitansi bukti pencairan kredit yang harus ditandatangani oleh Nasabah 

Fotocopy KTP atas nama nasabah bila nasabahnya yangsudah menikah 

wajib melampiri pasangan (Suami/Istri). 

d. Dilampiri fotocopy Kartu Keluarga atas nama Nasabah. 

e. Form analisa pinjaman pegawai yang disediakan oleh PT BPR Gunung 

Slamet Jatilawang untuk dimintakan persetujuan permohonan kredit 

kepada Kabag Kredit, Direktur dan Dirut sesuai kewenangan masing-

masing. 

f. Surat kuasa penjualan barang jaminan baik benda bergerak maupun benda 

tidak bergerak apabila kredit mengalami wanprestasi. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42 
 

 
 

g. Print out data informasi SD (Sistem Informasi Debitur). 

h. Slip gaji atau daftar pembayaran gaji nasabah yang terakhir. 

i. Print out laporan riwayat kredit untuk nasabah lama yang mengajukan 

kredit kembali. 

j. Print out jadwal angsuran kredit. 

k. Kartu langganan. 

Dan terdakwa selaku bagian adminitrasi dimana sesuai ketentuan 

setiap pengajuan kredit oleh para nasabah harus ada jaminannya, sedangkan 

terdakwa Pustpitasari Setyaningtyas Binti Ngadimin mengetahui kalau kredit 

yang diajukan oleh nasabah tidak ada jaminannya, dan terdakwa Pustpitasari 

Setyaningtyas Binti Ngadimin telah merubah data dari nama Sumiyah 

menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi masih disimpan di Kantor 

Cabang Jatilawang, padahal terdakwa Pustpitasari Setyaningtyas Binti 

Ngadimin telah mengetahui nasabah atas nama Sukidi sudah meninggal 

dunia dan kreditnya lunas atas biaya asuransi. Sedangkan terdakwa Rini 

Indrawati,S Mn. Binti Endang Wagiyo selaku (mantan kasir) PT BPR 

Gunung Slamet Cab. Jatilawang di Kab. Banyumas yang mempunyai tugas 

dan wewenang yaitu: 

a. Menerima setoran dari nasabah yang berhubungan dengan kredit dan 

tabungan. 

b. Pembayaran penarikan tabungan atau deposito dan melakukan 

pembayaran pencairan pinjaman. 
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c. Mencatat semua transaksi harian. 

Dimana sesuai ketentuan ketika ada pencairan Kredit uang harus 

diserahkan kepada nasabahnya langsung di Knator PT BPR Gunung Slamet 

Cabang Jatilawang, namun faktanya bahwa uang pencairan kredit tidak 

diserahkan kepada nasabahnya, akan tetapi malah diserahkan kepada saksi 

Abdul Naser Alian AN Bin Abdul Karim Madjid yang digunakannya untuk 

kepentingan pribadi.  

Adapun keterangan para saksi-saksi bahwa untuk membuktikan 

dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah 

memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:   

1. Saksi Kukuh Dwi Prastyo, S.E. Bin Suharto yang bekerja sebagai 

Direktur PT BPR Gunung Slamet Pusat di Cilacap memberikan 

keterangan bahwa para Terdakwa terlibat kasus penggelapan dalam 

jabatan bersama-sama dengan saudara Abdul Naser selaku kepala PT 

BPR Gunung slamet Cabang Jatilawang, bahwa perbuatan tersebut 

dilakukan pada tannggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 12 Juni 2017 

di Kantor PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, bahwa Abdul 

Naser melakukan penggelapan uang hasil pencairan kredit fiktif yang 

melibatkan bagian adminitrasi yaitu Puspita Setyaningtiyas (Terdawa I) 

dan bagian kasir yaitu Rini Indrawati (Terdakwa II), bahwa keterlibatan 

para Terdakwa adalah ketika Abdul Naser selaku kepala Cabang PT 

BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang membuat kredit fiktif yaitu 
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menggunakan nama seseorang dan orang tersebut tidak mengajukan 

kredit dan ini saksi ketahui setelah adanya temuan dari tim SKAI 

(Satuan Kerja Audit Intern) yang dilakukan oleh saudari Niken Sari 

Moertiasih, S.E.,AK, pada waktu melakukan audit di PT BPR Gunung 

Slamet Cabang Jatilawang, bahwa yang ditemukan pada waktu itu 

ketika tim SKAI melakukan audit dengan cara sampling dan On The 

Spot (OTS) di lapangan ditemukan ada satu nasabah bernama Sumarmi 

memiliki 2 (dua) fasilitas kredit yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 dan 

Rp.150.000.000,00 setelah dilakukan kroscek ke nasabah saudari 

Sumarmi mengakui mempunyai hutang Rp.100.000.000,00 sedangkan 

untuk Rp.150.000.000,00 tidak mengakui, memang sebelumnya pernah 

mengajukan pinjaman Rp.150.000.000,00 namun kemudian dibatalkan 

oleh saudari Sumarmi tetapi oleh Kepala Cabang kemudian temuan 

tersebut dilaporkan ke Direksi (saudara Irawan Jaya Saputra, S.E selaku 

Dirut) selanjutnya Dirut memerintahakan untuk melakukan pemeriksaan 

yang mendalam kepada para Nasabah PT BPR Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang dan pegawai PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, 

bahwa dari temuan ini maka atas perintah direksi tim SKAI melakukan 

pmeriksaan yang mendalam, dari pemeriksaan tersebut ditemukan ada 

17 (tujuh belas) nasabah fiktif, bahwa yang menjadi peran para terdakwa 

dalam perkara ini adalah Terdakwa I (Puspitasari Setyaningtyas) sebagai 

bagian adminitrasi kredit harusnya tahu adanya nasabah fiktif, dan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

45 
 

 
 

Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) telah merubah data atas nama 

nasabah dari Sumiyah menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi 

masih disimpan di Kantor Cabang Jatilawang, padalah Terdakwa I tahu 

bahwa Sukidi telah meninggal dunia dan kreditnya lunas atas biaya 

asuransi. Bahwa maksud Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) 

mengganti nama Sumiyah menjadi Sukidi adalah untuk mengaburkan 

tim SKAI supaya jika ada audit tidak ada masalah. Bahwa perubahan 

nama ini dilakukanoleh Terdakwa I ada sekitar 5 (lima) orang nasabah 

dan Terdakwa I merubah nama Sumiyah menjadi Sukidi karena nasabah 

atas nama Sumiyah tidak ada jaminan jika ada audit pasti ketahuan, 

untuk itu diganti dengan nama Sukidi dan dari keterangan Terdakwa I 

hal ini dilkukan karena disuruh oleh saudara Abdul Naser selaku Kepala 

Cabang. Bahwa yang menjadi pera Terdakwa II adalah ketika ada 

pencairan kredit sesuai ketentuan uangnya harus diserahkan kepada 

nasabahnya langsung di kantor, namun faktanya uang pencairan kredit 

tidak diserahkan kepada nasabahnya tetapi diserahkan kepada saudara 

Abdul Naser (Terdakwa dalam berkas perkara lain).   

2. Saksi Niken Sari Moertasih, S.E, AK, bekerja di PT BPR Gunung 

Slamet Pusat Cilacap sejak bulan November 2001 sampai dengan 

sekarang, dan jabantan sksi sejak bukan januari 2017 sampai dengan 

sekarang sebagai Kepala SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). Bahwa 

awal mula saksi tahu ada nasabah yang pengajuan kreditnya fiktif 
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adalah ketika saksi melakukan audit pada bulan Agustus 2017, saksi 

melakukan pemeriksaan secara sampling yaitu nasabah atas nama 

Semarmi, nasabah tersebut terdaftar sebagai Nasabah yang memiliki 2 

(dua) pinjaman, lalu saksi melakukan pemeriksaan langsung kepada 

saudari Sumarmi. Bahwa nasabah tidak boleh memiliki 2 (dua) fasilitas 

pinjaman. Bahwa dari temuan ini saksi melaporkan temuan tersebut ke 

Direksi saudara Irawan Jaya Saputra, S.E. bahwa saksi kemudian 

melakukan pemeriksaan terhadap saudara Agung Pranata Yuda, bagian 

entry data SID (System Informasi Debitur) PT Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang, dari hasil pemeriksaan terdapat 3 (tiga) nama nasabah yang 

diduga datanya fiktif. Bahwa saudara Agung Pranata Yuda 

menerangkan yang lebih tahu datanya adalah saudari Puspitasari 

Setyaningtyas (Terdakwa I) selaku Adminitrasi Kredit PT BPR Gunung 

Slamet Cabang Jatiilawang. Bahwa dari hasil audit di lapangan, yang 

memalsukan data untuk pengajuan kredit fiktif adalah Abdul Naser 

selaku Kepala Cabang PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang 

dengan dibantu saudari Puspitasari Setyaningtiyas (Terdawa I). Bahwa 

yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah:  

a. Sebelum berkas pengajuan kredit disetujui dan dicairkan oleh kepala 

Cabang PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, berkas tersebut 

seharusnya telah diverivikasi terlebih dahulu oleh Terdakwa I selaku 

petugas Adimitrasi, artinya telah dilakukan penelitian terhadap 
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berkas pengajuan kredit yaitu mencetak persetujuan membuka kredit 

dan mencetak kwitansi kredit atas nama Nasabah. 

b. Mengedit atau merubah nama Nasabah fiktif diganti dengan nama-

nama Nasabah yang pinjamannya sudah lunas, namun jaminannya 

belum diambil atau jaminannya masih tersimpan di Kantor PT BPR 

Gunung Slamet Cabang Jatilawang. 

c. Terdakwa I selaku petugas Admintrasi kredit tahu bahwa pinjaman 

yang diverifikasi tidak ada jaminan (tidak lengkap) tetapi Terdakwa 

I tetap membubuhkan tandatangan pada kolom verifikasi. Terdakwa 

I menjelaskan bahwa yang mengangsur setoran kredit atas nama 

Nasabah tetapi saudara Abdul Naser. 

Bahwa yang menerima pencairan kredit dari keterangan saudari Rini 

Indrawati (Terdakwa II) selaku kasir di PT BPR Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang tersebut adalah saudara Abdul Naser. Bahwa para Terdaka 

telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai prosedur yaitu:  

a. Saudari Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) sebagai gerbang 

pertama harusnya tahu adanya Nasabah fiktif, disamping itu 

Terdakwa I telah merubah data atas nama nasabah dari Sumiyah 

menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi masih disimpan di 

Kantor Cabang Jatilawang, padahal Terdakwa I tahu bahwa Sukidi 

telah meninggal dunia dan kreditnya lunas atas biaya asuransi 
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b. Sedangkan kesalahan saudari Rini Indrawati (Terdakwa II) adalah 

ketika ada pencairan kredit sesuai ketentuan uangnya harus 

diserahkan kepada Nasabahnya langsung di kantor, namun faktanya 

uang pencairan diserahkan kepada Abdul Naser (Terdakwa  dalam 

berkan perkara lain) dan pencairan kredit tersebut tidak ada Nasabah 

yang mengajukan pinjaman. 

3. Saksi Agung Pranata Yuda bekerja di PT BPR Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang sejak bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang dengan 

jabatan bagian SID (System Informasi Debitur), yang bertugas 

menginput data SID secara benar berdasarkan dari berkan pencairan 

kredit agar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Bahwa saksi 

pernah diperintah oleh saudara Abdul Naser  selaku kepala Cabang 

untuk merubah data namun saksi menolak, karena takut resikonya dan 

waktu itu saudara Abdul Naser perlakuannya dengan saksi berbeda. 

Bahwa sehari-hari hubungan saudara Abdul Naser dengan saudari 

Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) dan saudari Rini Indrawati 

(Terdakwa II) biasa saja, namun setiap akhir buan mereka bertiga sering 

kumpul diruang Kepala Cabang dan kadang di ruang kasir dan apa yang 

mereka bicarakan saksi tidak tahu.      
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B. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Pengadilan Negeri 

Purwokerto Dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kredit Fiktif  

Berdasarkan uraian kasus tersebut, maka landasan hukum yang 

digunakan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menyelesaikan 

perkara tersebut yang disusun secara alternatif yaitu : 

1. Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perbankan juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 

Ayat (1) KUHP. 

2. Pasal 263 KUHP Ayat (1) dan (2) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP 

juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. 

3. Pasal 374 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP juncto Pasal 64 

Ayat (1) KUHP.  

Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis 

Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan 

fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidanngam yaitu dakwaan alternatif 

penuntut umum, dimana perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam 

Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan juncto Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 

(1) KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:  

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank. 

Berdasarkan  fakta dipersidangan terdakwa I Rini Puspitasari 

Setyaningtyas di PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang sebagai 
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Adminitrasi Kredit berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor 

011/BGS/SK/IV/2013 tanggal 01 April 2013 yang ditandantangani oleh 

saudara Irawan Jayasaputra selaku Direktur Utama PT BPR Gunung 

Slamet dan terdakwa II sebagai teller/kasir di PT BPR Gunung Slamet. 

Jika dihubungkan dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang perbankan maka para terdakwa telah memenuhi unsur 

sebagai pihak terafiliasi yaitu sebagai pejabat atau karyawan dari bank 

yakni karyawan PT BPR Gunung Slamet 

2. Yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan 

palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 

laporan kegiatan usaha, laporan transakasi atau rekening suatu bank. 

Terdakwa Puspitasari Setyaningtyas dengan sengaja mengubah nama 

Sumiyah menjadi Sukidi meskipun terdakwa disuruh oleh saudara Abdul 

Naser akan tetapi terdakwa telah melakukannya dengan sadar, maka 

dalam hal ini unsur yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan 

adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan telah 

terpenuhi.  

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. 

Dalam kasus ini tidak mungkin bisa dilakukan seorang diri tanpa bantuan 

para terdakwa I Puspitasari Setyaningtyas selaku petugas Adminitrasi 

Kredit karena sebelum berkas pengajuan kredit disetujui dan dicairkan 

oleh Abdul Naser (dalam dakwaan lain) selaku Kepala Cabang PT BPR 
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Gunung Slamet Cabang Jatilawang, berkan tersebut harus telah 

terverifikasi terlebih dahulu oleh terdakwa I selaku petugas Adminitrasi 

Kredit, yang artinya telah dilakukan penelitian terhadap berkas-berkas 

yang mejadi persyaratan persetujuan membuka kredit dan mencetak 

kwitansi pencairan kredit atas nama nasabah dan dalam melakukan 

perbuatan tersebut tidaklah akan bisa dilakukan sediri oleh Abdul Naser 

begitupun dengan pencairan dana nasabah tanpa bantuan terdakwa II Rini 

Indrawati selaku petugas kasir yang mencairkan dana pinjaman nasabah 

tanpa adanya surat kuasa pengambilan dari para nasabah yang 

bersangkutan, tanpa dilampiri kartu identits (KTP) Nasabah dan tanpa 

tanda tangan Nasabah dilembar kwitansi peneriman uang. Dan pada 

keterangan ini maka unsur turut serta melakukan telah terpenuhi. 

4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus 

dipandang sebagai satu perbuatan yang harus diteruskan. 

Saudara Abdul Naser bersama-sama dengan terdakwa I Puspitasari 

Setyaningtyas selaku petugas Adminitrasi Kredit melakukan perbuatan 

yang dilakukan secara terus menerus yaitu melakukan verifikasi atas 

beberapa permohonan kredit, begitupun dengan terdakwa II Rini Indrawati 

selaku petugas kasir melakukan beberapa perbuatan yang dilakukan secara 

terus-menerus yaitu melakukan pencairan dana nasabah yang bukan 

diterima oleh nasaha sendiri tetapi diterima oleh orang lain. Maka unsur 

terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dikatakan terpenuhi. 
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C. Dasar Hukum  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto  

Keputusan Hakim sebagai dasar hukum umum pelaksanaan eksekusi 

dapat dikategorikan sebagai dasar hukum kebijakan pidana.Untuk menelaah 

keputusan hakim lebih banyak berpangkal pada nilai-nilai serta norma-norma 

hukum yang mendasari pendirian dan pengetahuan dalam menetapkan 

keputusannya. 

Dasar hukum tindak pidana kredit fiktif yang digunakan oleh Majelis 

Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan 

menggunakan Dasar Hukum Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang Undang  

Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang berbunyi : “ Anggota Dewan 

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau 

menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses 

laporan, maupun dalam dokumen atau kegiatan usaha, laporan transaksi atau 

rekening suatu bank”.  

Kejahatan tindak pidana kredit fiktif dapat ditetapkan sebagai 

kejahatan di bidang perbankan. Ketentuan pada Pasal 49 Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang perbankan. Majelis Hakim telah meyakini bahwa para 

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dimana Para 

Terdakwa melakukan perbuatannya dengan secara sengaja meskipun para 
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Terdakwa telah mengetahui jika perbuatannya tersebut salah dan melanggar 

hukum. 

 

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Terhadap Tindak Pidana 

Kredit Fiktif  

Adapun isi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tentang tindak 

pidana Kredit Fiktif yang menyebabkan kerugian PT BPR Gunung Slamet 

Cabang Jatilawang Kab. Banyumas, adalah sebagai berikut:  

Bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim selain 

mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Penasehat Hukum 

terdakwa, fakta dipersidangan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan 

kondisi keluarga terdakwa dimana terdakwa II sebagai ibu yang masih 

mempunyai bayi yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang 

ibu. Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 

tersebut diatas serta dilihat tujuan dari pemidanaan bukanlah merupakan 

ajang untuk membalas dendam dari Negara terhadap pelaku kejahatan atau 

terdakwa. 

Namun lebih untuk mengubah sikap dan perilaku anggota masyarakat 

khususnya kepada para pelaku kejahan agar dapat menyadari kesalahan yang 

diperbuat sehingga menjadi pribadi yang baik dan taat kepada hukum. Oleh 

karena itu dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa haruslah dilihat 

dari kesalahan yang diperbuat, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat 
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dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap hukuman terdakwa yang akan 

dijatuhkan kepada terdakwa. Sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini 

dipandang adil dan bijaksana sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat 

oleh terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dijatuhi hukuman pidana maka 

haruslah sesuai dengan  Undang-Undang yang telah ditetapkan.  

Memperhatikan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 Tentang Perbankan serta peraturan perundang-undangan yang 

lainnya yang saling bersangkutan, dengan adanya unsur-unsur, keterangan 

para sanksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta perilaku terdakwa di 

dalam persidangan, kemudian memperhatikan beberapa prtimbangan diatas 

maka Pengadilan Negeri Purwokerto mengadili:  

Menyatakan Terdakawa I Puspita Setyaningtyas Binti Ngadimin dan 

Terdakwa II Rini Indrawati, S Mn. Binti Endang Wagiyo terlah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “Turu serta 

melakukan perbuatan yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan 

adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun 

dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening 

bank secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan” sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 

dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebessar Rp 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) denngan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar 
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maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan 

masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.Menetapkan agar para 

terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bandel pengajuan kredit 

an. Ita Ariana Prihatin, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Agung 

Kurniawan Hariaji, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Tasidi, 1 (satu) 

bandel pengajuan kredit an. Norma Cicin Juarsih, 1 (satu) bandel pengajuan 

kredit an. Ali Mutadlo, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Susilo, 1 (satu) 

bandel pengajuan kredit an. Sumiyah, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. 

Ujang Samsul Bahri, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Tri Agus 

Suhartinah, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Rasto, 1 (satu) bandel 

pengajuan kredit an. Solehun, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Daniel 

Sularso, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Asmara Indrapurnama, 1 (satu) 

bandel pengajuan kredit an. Dani Rivanto, 1 (satu) bandel pengajuan kredit 

an. Sumarmi, 1 (satu) bandel pengajuan kredit an. Semi Sevryadi, 1 (satu) 

bandel pengajuan kredit an. Mustiah, 1 (satu) buku merk sukhoi bersampul 

batik berisis catatan penerimaan uang pencairan kredit atas nama Nasabah 

fiktif dari saudari Rini Indrawati, Smn selaku kasir PT. BPR Gunung Slamet 

cabang Jatilawang yang diserahkan kepada saudara Abdul Naser selaku 

Kepala Cabangnya. 1 (satu) lembar surat pernyataan saudara Abdul Naser 

tanggal 09 Agustus 2017 bermatrai Rp. 6000,- isinya mengakui semua 
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kesalahan saya terkait dengan pinjaman fiktif dan penundaan atau pendingan 

pelunasan dari nama-nama nasabah terlampir dan saya akan 

mempertanggungjawabkan semua keslahan atas perbuatan saya ini termasuk 

diproses secara hukum sesuai kesalahan saya. 1 (satu) daftar debitur PT. 

BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang terindetifikasi kredit fiktif 

yang dilakukan oleh saudara Abdul Naser dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d 

tanggal 26 Juli 2017 yang dirinci tahunan. 3 (tiga) lembar hasil risalah On 

The Spot (OTS) oleh tim pemeriksa kantor pusat PT. BPR Gunung Slamet 

Cilacap yang dipimpin oleh saudari Niken Moertiasih, SE, Ak sebanyak 17 

orang nama nasabah fiktif. 2 (dua) lembar 2 (dua) modus daftar nama debitur 

PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang yang terindetifikasi kredit fiktif 

dari tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 26 Juli 2017 dan 1 (satu) lembar 

daftar nasabah fiktif dari tahun 2014 s/d 2017. 1 (satu) unit mobil merk 

Honda Brio dengan Nomor Polisi R-9054-EK tahun pembuatan 2016 An. 

Abdul Naser berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar bukti 

pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak. 1 ( satu) unit mobil 

merk Honda Mobilio dengan Nomor Polisi R-8590-GK tahun pembuatan 

2016 An. Sri Ananti Budiyani berikut 1 (satu) lembar STNK, 1 (satu) lembar 

bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah anak kunci kontak. 1 (satu) unit 

mobil merk Honda Brio dengan Nomor Polisi R-8688-JK tahun pembuatan 

2017 An. Regita Rachmayani Naser berikut 1(satu) lembar STNK, 1 (satu) 

lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah kunci kontak. 1 (satu) unit 
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sepeda motor merk Honda dengan Nomor Polisi R-6740-UN tahun 

pembuatan 2017 An. Abdul Naser berikut 1(satu) lembar STNK, 1 (satu) 

lembar bukti pembayaran pajak dan 1 (satu) buah kunci kontak. 

Dikembalikan kepada PT. BPR Gunung Slamet melalui saksi Kukuh Dwi 

Prasetio, SE Bin Suharto. Membebankan kepada para Terdakwa untuk 

membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu 

rupiah)
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BAB IV 

TINDAK PIDANA KREDIT FIKTIF 

PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 

 

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan 

Negeri Purwokerto Tentang Tindak Pidana Kredit Fiktif  

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 

45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt tentang kredit fiktif yang dilakukan pegawai PT. 

BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang, yang dilakukan oleh saudari 

Puspitasari Setyaningtyas selaku pegawai Adminitrasi dan saudari Rini 

Indrawati selaku kasir di tempat tersebut. Perbuatan para Terdakwa 

melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan yang tidak sesuai dengan 

prosedur yang sudah ditetapkan, menyebabkan kerugian pada Negara dan PT. 

BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang. 

Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerangkan berawal 

pada 12 Agustus 2014 bahwa terdakwa Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa 

I) selaku karyawan mantan bagian adminitrasi PT. BPR Gunung Slamet 

Cabang Jatillawang Kabupaten Banyumas dan terdakwa Rini Indrawati 

(Terdakwa II) selaku kasir PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang 

Kabupaten Banyumas, telah melakukan pencatatan palsu dalam pembukuan 

atau dalam laporan. Setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 
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2014 sampai dengan Juli 2017, dalam perbuatan yang telah dilakukan saudari 

Puspita Setyaningtyas bersama Rini Indrawati telah merugikan keuangan 

Negara terutama PT. BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang Kabupaten 

Banyumas. Bahwa keterlibatan para Terdakwa adalah ketika Abdul Naser 

selaku kepala Cabang PT BPR Gunung Slamet Cabang Jatilawang membuat 

kredit fiktif yaitu menggunakan nama seseorang dan orang tersebut tidak 

mengajukan kredit dan ini saksi ketahui setelah adanya temuan dari tim SKAI 

(Satuan Kerja Audit Intern) yang dilakukan oleh saudari Niken Sari 

Moertiasih, S.E.,AK, pada waktu melakukan audit di PT BPR Gunung Slamet 

Cabang Jatilawang. Bahwa yang ditemukan pada waktu itu ketika tim SKAI 

melakukan audit dengan cara sampling dan On The Spot (OTS) di lapangan 

ditemukan ada satu nasabah bernama Sumarmi memiliki 2 (dua) fasilitas 

kredit yaitu sebesar Rp.100.000.000,00 dan Rp.150.000.000,00 setelah 

dilakukan kroscek ke nasabah saudari Sumarmi mengakui mempunyai hutang 

Rp.100.000.000,00 sedangkan untuk Rp.150.000.000,00 tidak mengakui, 

memang sebelumnya pernah mengajukan pinjaman Rp.150.000.000,00. 

Namun kemudian dibatalkan oleh saudari Sumarmi tetapi oleh Kepala Cabang 

kemudian temuan tersebut dilaporkan ke Direksi (saudara Irawan Jaya 

Saputra, S.E selaku Dirut) selanjutnya Dirut memerintahakan untuk 

melakukan pemeriksaan yang mendalam kepada para Nasabah PT BPR 

Gunung Slamet Cabang Jatilawang dan pegawai PT BPR Gunung Slamet 

Cabang Jatilawang, bahwa dari temuan ini maka atas perintah direksi tim 
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SKAI melakukan pmeriksaan yang mendalam, dari pemeriksaan tersebut 

ditemukan ada 17 (tujuh belas) nasabah fiktif. Bahwa yang menjadi peran para 

terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I (Puspitasari Setyaningtyas) 

sebagai bagian adminitrasi kredit harusnya tahu adanya nasabah fiktif, dan 

Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) telah merubah data atas nama nasabah 

dari Sumiyah menjadi Sukidi, dimana jaminan nasabah Sukidi masih disimpan 

di Kantor Cabang Jatilawang, padalah Terdakwa I tahu bahwa Sukidi telah 

meninggal dunia dan kreditnya lunas atas biaya asuransi. Bahwa maksud 

Puspitasari Setyaningtyas (Terdakwa I) mengganti nama Sumiyah menjadi 

Sukidi adalah untuk mengaburkan tim SKAI supaya jika ada audit tidak ada 

masalah. Bahwa perubahan nama ini dilakukan oleh Terdakwa I ada sekitar 5 

(lima) orang nasabah dan Terdakwa I merubah nama Sumiyah menjadi Sukidi 

karena nasabah atas nama Sumiyah tidak ada jaminan jika ada audit pasti 

ketahuan, untuk itu diganti dengan nama Sukidi dan dari keterangan 

Terdakwa I hal ini dilkukan karena disuruh oleh saudara Abdul Naser selaku 

Kepala Cabang. Bahwa yang menjadi pera Terdakwa II adalah ketika ada 

pencairan kredit sesuai ketentuan uangnya harus diserahkan kepada 

nasabahnya langsung di kantor, namun faktanya uang pencairan kredit tidak 

diserahkan kepada nasabahnya tetapi diserahkan kepada saudara Abdul Naser 

(Terdakwa dalam berkas perkara lain).  
28

 

                                                             
28 Putusan Pengadilan Negeri No 45/Pid.Sus/2018/Pn.Pwt tentang tindak pidana kredit fiktif 
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Ada 10 (sepuluh) orang saksi dalam perkara kredit fiktif ini yang 

menyebabkan kerugian pada PT. BPR Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang.Jaksa penuntut umum juga mendatangkan saksi ahli untuk 

memperkuat bukti-bukti yang sudah ada dipersidangan.Yang keterangannya 

dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan.Majelis hakim dalam 

menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum 

yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.Pada Putusan Nomor 

45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt. terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah 

melakukan tindak pidana dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya 

pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan kegiatan usaha 

maupun dalam dokumen. 

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim 

Pengadilan Negeri Purwokerto mempunyai pertimbangan-pertimbangan 

hukum yang tertera didalam putusan.Hal tersebut meliputi hal-hal yang 

memberatkan para terdakwa dan hal-hal yang meringankan para terdakwa 

dalam kasus kredit fiktif ini. Adapun hal-hal yang memberatkan perbuatan 

para Terdakwa bersama-sama saksi Abdul Naser telah mengakibatkan PT 

BPR Gunung Slamet Cilacap mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 

1.788.084.6000,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan 

puluh empat ribu enam ratus rupiah) dan kerugian imateriil yaitu menurunnya 

kepercayaan masyarakat terhadap PT. BPR Gunung Slamet. Sedangkan hal-

hal yang meringankan para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau 
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dengan kata lain para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (first offender), 

Terdakwa II sebagai seorang ibu yang masih mempunyai bayi yang 

membutuhkan perhatian dan kasih saying seorang ibu. 

Dalam kasus kredit fiktif ini dimana telah merugikan PT. BPR 

Gunung Slamet ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut 

dapat dikatakan tindak pidana perbankan, unsur tersebut yaitu : 

1. Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank;  

2. Dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu 

dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;    

4. Jika  beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus 

dipandang sebagai satu perbuatan yang harus diteruskan; 

Dalam bidang perbankan, bagian/stafnya berkewajiban untuk menerapkan 

prinsip kehati-hatian dan melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan 

sehingga apabila ia melalaikan hal tersebut dapat dikenai pidana yang 

dijelaskan berdasarkan ketentuan pidana Pasal 49 dalam UU Nomor 10 Tahun 

1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang 

Perbankan. Pasal 49 menyebutkan : 

1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank yang dengan 

sengaja :  
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a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam 

pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan 

kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; 

b. menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak 

dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, 

maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan 

transaksi atau rekening suantu bank; 

c. mengubah, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan 

dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau 

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, 

atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, 

menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam 

dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling 

lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya 

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 

Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). 

2) Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan 

sengaja:  

a. meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk 

menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang 

atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk 

keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha 
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mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank 

garansi, atau fasilitas kredit bank, atau dalam rangka pembelian atau 

pendiskontoan oleh bank atas surat wesel, surat promes, cek, dan 

kertas dagang atau bukti kewajiban lain untuk melaksanakan 

penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank; 

b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk 

memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang 

ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku 

bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 

(tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda se kurang-

kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).  

Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana kepada para 

Terdakwa   dengan masing-masing hukuman pidana penjara selama 1 (satu) 

Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.Putusan hakim diatas, dalam 

menjatuhkan hukuman pidana penjara adalah dibawah batas minimal dari 

ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang perbankan Nomor 49 tahun 

1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan yang dijadikan dasar Majelis Hakim Purwokerto dalam 

memberikan putusan.  
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Hakim merupakan salah satu pejabat kekuasaan kehakian yang 

melaksanakan proses peradilan tentunya mempunyai tanggungjawab yang 

besar terhadap lahirnya putusan. Putusan yang dihasilkan oleh Hakim di 

pengadilan idealnya tidak menimbulkan masalah-masalah baru di kemudian 

hari di msyarakat.Hal ini berarti bahwa kualitas putusan hakim memiliki 

pengaruh yang sangat penting pada lingkungan masyarakat dan berpengaruh 

pada kewibawaan dan kredebilitas lembaga pengadilan itu sendiri. 

Hakim dalam memutuskan tidak hanya melihat kepada hukum (sytem 

danken) tetapi juga harus bertanya pada hati nurani, karena putusan hakim 

yang hanya menerapkan pada hukum tanpa menggunakan hati nurani akan 

berakibat pada kegagalan menghadirkan keadilan dan kemanfaatan, meskipun 

putusan hakim (vonnis) sejatinya di adakan untuk menyelesaikan suatu 

perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan, bukan 

menambah masalah baru. 

Dengan di ajarkan cinta hukum (Idee des Recht) menyebutkan adanya 

tiga unsur cita hukum yang harus ada secara proposional, yaitu kepastian 

hukum (rechtssicherkeit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan 

(zweckmasigkeit).Setidaknya dikaitkan dengan teori penegak hukum 

sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam idee des rehct yaitu 

penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.Asas adalah suatu 

yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat.Asas juga dapat berarti 

hukum dasar. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan salam istilah 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

 

umum tanpa mensyaratkan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang 

diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat 

bagi perbuatan itu.
1
 

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam menetapkan 

hukuman kepada terdakwa dibawah batas minimal Undang-Undang telah 

mempertimbangan ketiga asas yang dijelaskan di atas, yaitu asas kepastian, 

kemanfaatan hukum, dan keadilan. Asas kepastian hukum diterapkannya 

dalam putusan dengan menggunakan Undang-Undang N0 10 tahun 1998 

tentang perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. 

Sedangkan dalam menerapkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum, hakim 

mempertimbangkan dengan memperhatikan bahwa berdasarkan fakta-fakta 

yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa I melakukan tindakan untuk 

memverifikasi formulir pengajuan kredit karena diperintah dan ditekan oleh 

terdakwa yaitu saksi Abdul Naser. Terdakwa I sudah berusaha menolak akan 

tetapi saksi Abdul Naser selalu meyakinkan bahwa saksi Abdul Naser 

akanbertanggungjawab atas semua yang diperintahkan kepada Terdakwa I. 

Dan Terdakwa II melakukan pencairan atas perintah saksi Abdul Naser. 

Bahwa yang menjadi pelaku utama dalam perkara a quo adalah saksi Abdul 

Naser, sehingga tidak adil kalau pidana yang dijatuhkan sama dengan pelaku 

utama. Para Terdakwa tidak menikmati sama sekali hasil perbuatannya karena 

                                                             
1 Tata Wijayanti, (Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam kaitannya dengan 
Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga), Dinamika Hukum, 2 (Mei 2014), 219 
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semua hasil perbuatan saksi Abdul Naser bersama para Terdakwa, 

dipergunakan sendiri untuk kepentingan pribadi saksi Andul Naser. 

Dengan begitu dalam penjatuhan sanksi tindak pidana putusan No 

45/Pid.sus/2018/PN.Pwt seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Majelis 

Hakim dalam mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa menurut penulis 

telah sesuai dengan asas-asas yang telah ada meskipun pidana penjara yang 

dijatuhkan dibawaah batas minimal hukuman yang di tentukan oleh Undang-

Undang, karena dilihat dari tujuan pemberian hukuman adalah untuk 

memberikan efek jera bukan balas dendam atas tindakan terdakwa.   

 

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim 

Dalam Putusan Pengadian Negeri Purwokerto No. 45/Pid.Sus/ 

2018/PN.Pwt.  

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt ada 

beberapa pertimbangan hakim yang dalam hukum pidana Islam akan ditinjau 

sebagai berikut: 

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 49 Ayat (1) huruf a 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan 

a. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank. 

Dalam konsep jinayah terdakwa Puspitasari Setyaningtyas dan Rini 

Indrawati telah berperilaku khianat atau setidak-tidaknya bersikap 

tidak amanat dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai PT BPR 
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Gunung Slamet Cabang Jatilawang yaitu memanipulasi nasabah 

(nasabah fiktif) serta mencairkan dana nasabah namun tidak 

diserahkan kepada nasabah akan tetapi diserahkan kepada saudara 

Abdul Naser. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-

Qur‟an surah an-Nisa‟ Ayat 58.
2
 

 

ٍَ انَُّاضِ أٌَ  تىُ بيَْ ًْ ٌَّ اّللََّ يأَيُْسُكُىْ أٌَ تؤُدُّواْ الأيََاَاَثِ إِنىَ أهَْهِهَا وَإِذاَ حَكَ إِ

ىاْ  ًُ ًَّ  تحَْكُ ٌَّ اّللََّ َعِِ ٌَّ اّللََّ باِنْعدَْلِ إِ يعاً بيَِيسًاا يعَِظُكُى بِهِ إِ ًِ ٌَ مَ   ﴾٨٥﴿  كَا

Artinya : sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum diantara manusia suapaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar lagi 

maha melihat. 

 

b. Yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan 

palsu dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau 

laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.  

Dalam putusan No. 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt terdakwa telah sengaja 

membuat catatan palsu kurang lebih telah dilakukan oleh terdakwa 

pada tahun 2014 hingga 2017 silam. 

2. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan tindak pidana  

                                                             
2 Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahnya, (Surabaya: Cv. Karya Utama, 2000), 87. 
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Suatu perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan 

secara perorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok.Tindak 

pidana kredit fiktif secara bersama-sama dan berlanjut dalam kasus ini 

dilakukan oleh tiga orang karayawan yang perilaku tersebut termasuk 

dalam kategori turut serta melakukan jarimah. 

Turut serta dalam melakukan jarimah ada dua yaitu turut berbuat 

langsung (mubasyir) dan turut berbuat langsung (ghairu 

mubasyir).Keduanya sangat berbeda, turut berbuat langsung dalam 

pelakaksanaannya dibagi menjadi dua yaitu yang pertama tururt berbuat 

langsung secara tawafuq, artinya suatu kehatan yang dilakukan secara 

bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu.Sedangkan turut 

berbuat langsung secara tamalu‟ artinya kejahatan yang dilakukan 

beberapa orang secara bersama-sama tanpa adanya kesepakatan terlebih 

dahulu. Sedangkan turut berbuat tidak langsung (ghairu mubasyir) yaitu 

artinya orang yang melakukan perjanjian dengan orang lain untuk 

melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan cara menyeluruh, 

menghasut orang lain atau memberikan bantuan dalam pelaksanaan 

tersebut dengan disertai kesengajaan dan dalam keadaan sadar.  

Banyaknya pelaku jarimah tidak memperngaruhi besarnya hukuman 

yang dijatuhkan atas masing-masing pelaku. Seseorang yang melakukan 

jariman bersama-sama dengan orang lain, hukumannya tidak berbeda 

dengan jarimah yang dilakukan oleh seorang diri. Meskipun demikian, 
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masing-masing pelaku dalam jarimah itu bisa terpengaruh kepada orang 

lain. Seorang kawan pelaku jarimah yang masih dibawah umur atau dalam 

keadaan gila, bisa dibebaskan dari hukuman karena keadaan tidak 

terpengaruhi syarat untuk dilaksanakannya hukuman atas dirinya. 

3. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut  

Teori tentang bergandanya hukuman sudah dikenal oleh para fuqoha 

yaitu, teori saling memasuki (at-Tadakhul) dan penyerapan (al-

Jabb).Teori saling melengkapi (at-Tadakhul) menurut teori ini ketika 

terjadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling 

memasuki, sehingga semua perbuatan tersebut hanya dijatuhi satu 

hukuman, seperti seseorang yang melakukan satu jarimah. 

Teori penyerapan (al-Jabb), pengertian penyerapan menurut syariat 

Islam adalah cukup satu saja, sehingga hukuman-hukuman yang lain tidak 

perlu dijatuhkan. Hukman dalam konteks ini tidak lain adalah hukuman 

mati, dimana pelaksanannya dengan sendirinya menyerap hukuman-

hukuman yang lain.   

Mengenai pembahasan tindak pidana kredit fiktif secara bersama-sama 

dan berlanjut yang dilakukan oleh karyawan PT. BPT Gunung Slamet Cabang 

Jatilawang.Dimana perbuatan para terdakwa telah merugikan perusahaan dan 

membuat masysrakat tidak percaya lagi oleh perusahaan tersebut.Ketentuan 

mengenai hukuman tindak pidana kredit fiktif ini tidak ada dalam al-Qur‟an 

dan hadist, oleh karena itu dikategorikan sebagai jarimah takzir. 
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Jarimah atau tindakan yang ketentuannya tidak ada dalam al-Qur‟an dan 

hadist hukumannya diserahkan kepada ulil amri atau penguasa secara 

penuh.Hal ini merupakan kebebasan ulil amri dalam menetapkan 

hukumannya.Tujuan pemberian hukuman takzir dalam hukum pidana Islam 

yaitu merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan sebuah 

keadilan. 

Hukuman takzir merupakan sekumpulan hukuman yang belum ditentukan 

jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasehat 

dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, seperti hukuman 

kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana 

yang berbahaya. Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih hukuman 

yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.
3
 

 

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Amar Putusan Pengadilan 

Negeri Purwokerto Tentang Tindak Pidana Kredit Fiktif  

Dalam penerapan sanksi, Islam sangat mempertimbangkan rasa 

keadilan dengan diberikannya hukuman bagi pelaku kredit fiktif agar tidak 

mengulangi kembali.Majelis Hakim dalam persidangan harus memiliki 

keadilan dalam memutuskan serta mempertimbangkan hukum. Sebagaimana 

firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 135:  

 

                                                             
3 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: PT. Kharisma Ilmu), 84.  
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ٍَ باِنْقِسْط. . . ايِي ٍَ آيَُىُا كُىَىُا قىََّ       ياَ أيَُّهَا انَّرِي

Artinya : wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 

benar-benar penegak keadilan. 
4
 

 

Sebelum menentukan seseorang bersalah atau tidak melakukan tindak 

pidana, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus memenuhi 

berbagai unsur agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana atau 

jarimah. Unsur umum dalam tindak pidana dibagi menjadi tiga, antara lain:
5
 

1. Unsur Formal, yakni adanya peraturan, Undang-Undang, ataupun nas 

yang mengatur tentang dilakukannya suatu tindak pidana dan 

mengancamnya dengan hukuman yang telah ditentukan. Pada kasus ini 

yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

perbankan, jika dalam hukum Islam sebagaimana surah al-Baqarah ayat 

188 Allah SWT berfirman:  

 

 ٍْ وَلََ تأَكُْهىُا أيَْىَانكَُىْ بيَُْكَُىْ باِنْباَطِمِ وَتدُنْىُا بهَِا إِنىَ انْحُكَّاوِ نِتأَكُْهىُا فسَِيقاً يِ

َْتُ  أيَْىَالِ انَُّاض َ ثىِْ وَأ ٌَ ِ باِلِْْ ى ًُ ىْ تعَْهَ  

 

                                                             
4 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Tafsirnya (Bandung: CV Media Fitra 
Rabbanai, 2009), 98.  
5 Sahid HM, Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-Dasar Fiqih Jinayah (Surabaya: Pustaka Idea, 
2015), 11. 
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Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebagian yang lain 

diatara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan 

sebagian daripada harta benda orang lain itu (dengan berbuat) dosa, 

padahal kamu mengetahui.  

 

Dalam ayat diatas dengan terang di jelaskan bahwa Allah melarang 

memakan harta sesama muslim dengan cara bathil. Dimana jelas ada 

perlawanan terhadap salah satu tujuan al-maqasid al-shar‟iyah yakni hifz 

al-mal (perlindungan terhadap harta).  Karenanya memakan harta sesame 

muslim dengan cara bathil merupakan tindakan terlarang dan dianggap 

segai tindak kejahatan (jarimah). 

2. Unsur materil, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang 

berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan pelaku tersebut adalah 

unsur material, dalam hukum positif disebut dengan unsur objektif, yaitu 

perilaku yang bersifat melawan hukum. Unsur ini dibuktikan dengan 

tindakan terdakwa membuat catatan palsu, yang dibuktikan dengan adanya 

keterangan saksi dan barang bukti berupa satu bukumerk Sukhoi 

bersampul batik berisi catatan penerimaan uang pencairan kredit atas 

nama Nasabah fiktif.  

3. Unsur moral, yakni mukalaf, yaitu orang yang dapat dimintai 

pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. Yang 

dianggap orang mukalaf yaitu orang yang berakal dan baligh. Dalam 

pertimbangan hakim dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan 
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hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik 

sebagai alas an pembenar atau alas an pemaaf, dari pertimbangan tersebut 

telah jelas bahwa terdakwa telah dianggap mukallaf dan balig dan dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka terdakwa bisa dikatakan 

bersalah dan terdakwa sudah dapat dihukum menurut hukum Islam. 

Sesuai yang telah ditulis oleh penulis yang dipaparkan pada BAB II 

bahwa tindak pidana kredit fiktif masuk dalam jarimah. Beberapa macam 

hukuman yang dapat diterapkan dalam jarimah takzir diantaranya:
6
 

1. Hukuman mati  

2. Hukuman cambuk 

3. Hukuman penjara 

4. Hukuman salib 

5. Hukuman peringatan 

6. Hukuman pengucilan  

7. Hukuman teguran 

8. Hukuman ancaman  

9. Hukuman-hukuman lainnya (dicabut hak kepegawaiannya, pencabutan 

hak-hak tertentu, perampasan harta/materiil, dan pemusnahan berkas) 

Dalam kasus ini Hakim didelegasikan wewenang untuk memilih 

hukuman yang sesuai dengan keadaan tindak pidana serta diri pelakunya.
7 

                                                             
6 Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), 548. 
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Menurut hukum pidana Islam perbuatan terdakwa, dikategorikan sebagai 

perbuatan khianat.Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan khianat yaitu segala 

sesuatu (tindakan atau upaya yang bersifat) melanggar janji dan kepercayaan 

yang telah dipersyaratkan di dalamnya.Berkaitan dengan ini perbuatan para 

terdakwa tidak amanah terhadap jabatan yang telah dipercayakan.Dan sanksi 

sangat diperlukan untuk mendukung peraturan yang dikenakan kepada 

perbuatan tindak pidana, dengan diharapkan yang bersangkutan tidak 

mengulangi perbuatan tersebut. 

Menurut penulis hukuman yang sesuai dengan perbuatan para  

terdakwa adalah :  

1. Memecat dari jabatannya, karena terdakwa tidak amanah dalam 

melaksanakan tugas sebagai pegawai di PT BPR Gunung Slamet cabang 

Jatilawang 

2. Membayar denda / ganti rugi, sesuai dakwaan jaksa penuntut umum 

dimana PT BPR Gunung Slamet cabang Jatilawang telah rugi materiil 

akibat perbuatan para Terdakwa meskipun para Terdakwa tidak menerima 

uang sepeserpun dari perbuatannya 

3. Hukuman penjara. Hukuman ini lamanya tergantung pertimbangan hakim, 

sesuai peraturan pidana di Indonesia dan sesuai kemaslahatan bersama. 

Tujuan utamanya agar dipadang adil oleh masyarakat dan menimbulkan 

                                                                                                                                                                              
7 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (Bogor: Pt. Kharisma Ilmu), 84. 
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efek jera pada pelaku, sehingga dosa yang sama tidak akan terjadi lagi 

dikemudian hari.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan oleh penulis 

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:  

1. Didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt 

tentang Tindak Pidana Kredit Fiktif, pasal yang digunakan untuk 

menuntut para terdakwa dengan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat 

(1) ke 1e KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Hakim harus benar-

benar mempertimbangkan sebagaimana dengan fakta-fakta persidangan 

yang telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum yang sebagaimana 

sudah terpenuhi unsur-unsurnya, akan tetapi hakim menetapkan 

hukumannya dibawah tuntutan jaksa penutut umum. Walaupun ada 

beberapa unsur yang meringankan hukuman terdakwa akan tetapi 

menurut penulis walaupun dengan berbagai macam pertimbangan hakim 

diatas, tetap saja hukuman yang ditetapkan kepada para terpidana terlalu 

ringan dan sangat jauh dari tuntutan jaksa penuntut umum, begitupun 

pada pidana tambahan yang berupa denda dimana jauh dibawah 

ketentuan yang sudah ditetapkan dalam Undang Undang.
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2. Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45/Pid.Sus/2018/PN.Pwt jika 

dilihat dari hukum pidana Islam, putusan majelis hakim apabila dilihat 

dari hukuman yang dijatuhkan kepada para terpidana bisa dikatakan 

kurang adil. Akan tetapi regulasi hukum pidana Islam menempatkan 

tindak pidana kredit fiktif dalam jenis jarimah takzir sudah tepat. Sebab  

pelanggaran itu tidak ditentukan bentuk sanksinya didalam nas maupun 

Al-Qur‟an ataupun hadist oleh karenanya tidak ditetapkan secara tegas 

alhasil takzir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat, 

sertayang dijatuhkan kepada para terpidana adalah hak prerogative 

hakim yang sudah memenuhi salah satu sanksi takzir, namun melihat 

dari kerugian PT BPR Gunung Slamet cabang Jatilawang, baik kerugian 

materiil dan imateriil akibat dari perbuatan para terdakwa. Penulis 

menyimpulkan untuk hukuman yang dijatuhkan untuk para terdakwa 

dalam hukum Islam sudah terpenuhi.  

 

B.  Saran  

1. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan diharapkan dapat 

mempersiapkan masyarakat lebih bijaksana serta berhati-hati, khususnya 

untuk anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, dan yang 

lainnya.  
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2. Kepada aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan supaya lebih 

teliti lagi dalam melihat kemaslahatan umum dan memberi hukuman 

yang sesuai dengan perbuatan pelaku, sehingga bisa menentukan 

tuntutan maupun putusan yang lebih adil untuk terdakwa, sehingga 

masyarakat awam yang tidak paham hukum juga tidak merasa dirugikan 

akibat putusan hakim yang tidak bisa memberikan rasa keadilan. 

3. Hukuman yang dijatuhkan harus memiliki efek jera bagi pelaku 

kejahatan agar tidak memelakukan perbuatannya lagi dikemudian hari. 

Sehingga masyarakat yang lain juga tidak melakukan kejahatan yang 

sama.   
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